BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 393/Pid.B/2014/PN.Pdg
TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA (LAYANAN PHONE SEX)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Padang
Dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Asusila (Layanan Phone
Sex) Dalam Putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa
perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti
Undang-undang Pasal 45 No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.! Oleh karena itu
perbuatan terdakwa yang melakukan kegitan tindak pidana asusila dengan
sengaja mengirim pesan singkat melalui SMS (short message service)
menggunakan kata-kata yang melanggar kesusilaan, maka perbuatan

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 1 jo

"Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Cetakan Kedelapan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 59.
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Pasal 36 jo Pasal UU No. 11 Tahun 2008 ITE (Informasi dan Transaksi
Elektronik).

Dalam putusan tersebut, perbuatan terdakwa di dakwa oleh Jaks
Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu
Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 45 UU
No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau
Dakwaan Kedua melanggar Pasal 282 ayat(1), ayat(3) KUHP.2

Melihat dari rumusan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 jo Pasal
36 jo Pasal UU No. 11 Tahun 2008 ITE, yang berbunyi “dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling
banyak Rp. 1 milyar (Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik).’

Adapun menjatuhan pidana kepada terdakwa, majelis hakim perlu
mempertimbangkan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum
yang meminta hukuman untuk terdakwa dengan hukuman pidana yang
pantas dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan
seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah

“Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang asusila.
*Undang-undang Nomor 45 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan
alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal
45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 282 ayat(1), ayat(3) KUHP yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun
korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang
telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Mengingat bahwa para terdakwa haruslah orang atau korporasi
yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan
tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk
menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri
terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana
dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena terdakwa
sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian
untur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja

Adalah terdakwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya
perbuatan yang dilarang atau mengetahui dan menghendakinya
munculnya akibat dari perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang

(adanya sanksi pidana dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa).
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Mengingat bahwa dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan sengaja
ialah  mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasil elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Unsur Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan

Adapun dari rumusan unsur delik di atas adalah bersifat
alternatif yang cukup dibuktikan salah satunya. Adalah dimaksud
dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak, tanpa izin dari
pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan
dengan keputusan/kelayakan. Dan pengertian tanpa hak dalam
Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum.

Adalah yang dimaksut dengan “mentransmisikan” mempunyai
arti ialah mengrimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu
alamat atau tempat kesatu alamat atau tempat lain, misalnya dari
satu email ke satu email atau mengirimkan sms dari satu nomor
hendphone ke nomor handphone lain.

Adalah yang dimaksud dengan memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan ialah sebagai berikut : UU ITE melihat konsep



67

kesusilaan merupak konsep yang berkembang dalam masyarakat
serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa
perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena
itu "muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud
dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur
kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi saksi
pidana. Sebagai contoh UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi
memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang
melanggar kesusilaan.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memeratkan
dan yang meringankan:*

1. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan
masyarakat

2. Keadaan yang meringankan:
a. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
b. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menurut analisa penulis terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan
majelis hakim kepada terdakwa kasus tindak pidana asusila (layanan
phone sex) pada Pengadilan Negeri Padang Nomor
393/Pid.B/2014/PN.Pdg yang hanya dikenakan pidana penjara selama 10

(sepuluh) bulan dan dikurangkan seluruhnya pada saat penangkapan dan

*Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang asusila.
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penahanan yang telah dijalani selama 6 (enam) bulan sehingga masa
berlaku hukuman pidana hany 4 (empat) bulan.hukuman ini dirasa masih
begitu ringan untuk hal-hal yang menimbulkan banyak sekali dampak
yang diakibatkan  dari  perbuatan  mendistribusikan  dan/atau
mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.

Kegiatan phone sex atau telepon seks merupakan jenis virtual seks
yang merujuk pada percakapan seksual antara dua orang atau lebih melalui
telepon, kegiatan tersebut memiliki lebih banyak mudaratnya dibanding
dengan manfaat yang didapat. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh
adanya kegiatan tersebut dapat berpengaruh besar dalam beberapa aspek,
yaitu pada aspek sosial, keluarga dan juga hukum.

Pada aspek sosial, kegiatan mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan adalah menjadikan sesorang lebih suka menyendiri
dibandingkan bersosialisasi dengan masyarakat karena orang tersebut
lebih nyaman berkomunikasi lewat telepon dengan orang-orang yang
belum dikenalnya, hanya untuk mendapatkan kepuasan sesaat.

Dari aspek keluarga, kegiatan layanan ini juga dapat menyebabkan
kerusakan dalam rumah tangga karena Kkegiatan tersebut dapat
menyebabkan kurangnya keharminisan antara suami dan istri, dan dapat

menyebabkan pertengkaran.



69

Dalam aspek hukum, akibat status tindak pidana asusila yang
melanggar norma ataupun hukum yang berlaku sudah pasti mengguna
layanan phone sex akan terseret kedalam jalur persidangan karena
melanggar aturan, norma dan juga undang-undang yang berlaku dalam

suatu negara.

. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak
Pidana Asusila (Layanan Phone Sex) dalam Putusan Nomor
393/Pid.B/2014/PN.Pdg

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan dalam bab
sebelumnya, putusan yang dijatunkan oleh majelis hakim terhadap
terdakwa Dedi Maizal Pgl Dedi dalam putusannya dinyatakan bahwa
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti
Undang-undang Pasal 45 No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, dan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak sebesar 1 Milyar rupiah dan oleh hakim dijatuhi
hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangkan seluruhnya
pada saat penangkapan dan penahanan yang telah dijalani selama 6 (enam)

bulan sehingga masa berlaku hukuman pidana hany 4 (empat) bulan.
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Dalam hukum pidana Islam tidak ada penjelasan yang membahas
secara khusus terkait kasus tindak pidana asusila (layanan phone sex),
akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang dapat
dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana asusila (layanan phone
sex). Kejahatan asusila (layanan phone sex) ini termasuk dalam kategori
jarimah takzir, karena unsur-unsur jarimah had, dan gisas diyat tidak
terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih
dianggap syubhat.

Adapun dalil yang dapat dijadikan landasan tersebut adalah firman

Allah Q.S. al-Isra’:32, yang berbunyi:

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Ayat ini melarang janganlah mendekati zina. Zina merupakan
persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya pernikahan. Tetapi ada juga
yang telah menikah tapi tidak sah, yaitu persetubuhan dengan mahram,
menikahi istri orang, atau menikahi orang dalam iddah. Arti dari kalimat
janganlah kamu mendekati zina yaitu, segala bentuk apapun, sikap atau
tingkah laku yang dapat membawa kepada zina tidak boleh dilakukan dan
hendaklah dijauhi.

Ayat ini menegaskan dari kalimat janganlah kamu mendekati zina
dengan melakukan hal-hal, walau dalam bentuk menghayalkannya,

sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu;
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sesungguhnya ia, yakni zina itu adalah suatu perbuatan yang amat keji
yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk
dalam menyalurkan kebutuhan biologis.”

Dalam pengamatan sejumlah ulama, ayat-ayat al-Quran yang
menggunakan kata “jangan mendekati”, seperti ayat diatas, biasanya
merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jika atau
nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati
mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu
yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Islam sebagai
kita ketahui apabila mengharamkan sesuatu maka ditutuplah jalan-jalan
yang akan membawa kepada perbuatan haram tersebut, karena itu al-
Quran melarang mendekatinya. Memang, siapa yang berada di sekeliling
satu jurang, maka ia dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya.

Selanjutnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah:

ST N B AP PR O . AR EREER . . . L.
6‘55\}1.:%\ : ngbjww\&o&ﬂ\d\w&\&b)wa)
(il s Ll y 34l gl 5 T ol ) S350 U1 s e sl

Dari aisyah r.a bahwa Nabi saw, bersabda ‘“ringankanlah
hukuman bagi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan atas
perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud

(diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud, Nasa’i, dan Baihaqi).
Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tersebut diatas menjelaskan

tentang aturan teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa jadi berbeda-

beda.® Adapun suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana

>Shihab M Quraish, Tafsir al-Mishbah Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 456.
®Nurul Irfan, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.
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dalam hukum pidana Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang

ditetapkan, antara lain:

1. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan
dan mengancamnya dengan hukuman.

2. Unsur Materiil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah,
baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap perbuatan.

3. Unsur moral, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah
orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban
atas tindak pidana yang dilakukannya.

Hukuman dalam jarimah takzir tidak ditentukan ukurannya atau
kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi
diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demukian
syar’i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk
dan hukuman kepada pelaku jarimah. Dalam hukum Islam pengertian
sanksi ataupun hukuman akan diberikan bagi pelaku tindak piadana asusila
(layanan phone sex) karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran
terhadap aturan hukum syara’

Sanksi takzir terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang
terendah adalah berupa peringatan. Berat ringannya takzir ditentukan dari
kemaslahatannya. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya,
baik kualiats maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat
yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan

bagaimana si pelaku melakukan jarimah.
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Dalam kaidah figh yang berbunyi: “berat ringannya sanksi takzir
diserahkan kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang
dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam
menjatuhkan berat ringannya hukuman.

Oleh karena itu jika dikaji dalam hukum pidana Islam sanksi yang
diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan dan dikurangkan seluruhnya pada saat penangkapan dan
penahanan yang telah dijalani selama 6 (enam) bulan sehingga masa
berlaku hukuman pidana hanya 4 (empat) bulan dalam hukum pidana
Islam sanksi tersebut dikenal dengan istilah al-habzu (penjara). Sejarah
awal terbentuknya penjara yang pertama kali dalam Islam berkembang dan
meluas pada masa Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin
Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara. Atas dasar tindakan umar
tersebutlah para ulama membolehkan ulil amri untuk membuat penjara.’
Dalam syariat Islam sendiri, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu
penjara terbatas dan penjara tidak terbatas.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama
waktunya dibatasi secara tegas. Sedangakan hukuman penjara tidak
terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan
berlangsung terus hingga pelaku yang terhukum meninggal dunia, atau

setidaknya hingga dia bertaubat.

"A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), 204-105.
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Dalam pandangan ulama tindakan terdakwah dapat dikenakan
hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan atau didenda. Namun dalam
hal ini lebih ditekankan pada sanksi penjara atau denda. Berdasarkan nilai
maslahah dan keadilan yang dijadikan ukuran dalam menentukan hukum,
maka hal yang sangat urgen adalah kesesuaian hukum dengan masyarakat
dan memperhatikan aspek dari tujuan hukum tersebut.

Dalam hal ini, tujuan fikih pidana adalah untuk memenuhi rasa
keadilan, pembalasan dan pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran
lagi yang dapat ditiru oleh masyarakat yang lain. Selain itu hukuman
penjara yang dilakukan adalah sebagai langkah untuk mendidik dan
membantu terdakwa supaya menyadari tindakan salah yang telah
dilakukan dan membuatnya supaya dapat hidup tenteram dan diterima oleh

masyarakat kembali.



